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DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN 
1. Peraturan Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan 
Tekonologi Republik Indonesia 
Nomor 53 Tahun 2023 tentang 
Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi. 

2. Peraturan Rektor Universitas 
Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 
2023 tentang Pendidikan. 

3. Edaran Rektor/Wakil Rektor 
tentang Daftar Ulang 
(Heregistrasi) yang diterbitkan 
setiap semester. 
 

1. Memahami peraturan akademik. 
2. Memiliki kemampuan menggunakan Microsoft 

Office, Google Workspace dan Teknologi 
Informasi. 

3. Memiliki kemampuan komunikasi dengan 
baik. 

4. Memiliki tingkat ketelitian dan kecermatan 
yang baik. 

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 
1. Sistem Informasi Akademik  
2. POS Heregistrasi Mahasiswa yang 

ada di tingkat universitas. 

1. Permohonan yang terdiri dari: 
- Surat permohonan penundaan disertai 

alasannya 
- Bukti pendukung 

2. Perangkat komputer dan printer 
3. Jaringan Internet 
4. Sistem Informasi Akademik 
5. ATK 
 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 
1. Pemroses agar memastikan bahwa 

pemohon benar ada kendala 
pembayaran heregistrasi. 

2. Pemroses agar memastikan bahwa 
pemohon disetujui mendapatkan 
penundaan pembayaran dari 
program studi. 

1. Dokumen hardcopy atau softcopy pengajuan 
secara manual disimpan oleh Bagian 
Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas. 

2. Dokumen pengajuan melalui SIMASTER dan 
tersimpan dalam SIMASTER. 
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3. Pemroses agar memantau 
pemohon membayar UKT pada 
jadwal pembayaran penundaan 
yang telah ditetapkan. 

4. Apabila prosedur tidak 
dilaksanakan, maka akan 
menghambat proses 
pengembalian kelebihan 
pembayaran UKT. 
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Prosedur Operasional Standar Pemrosesan Penundaan Pembayaran UKT 
 

 
Catatan: Pelaksanaan Pada Jam Kerja yang Berlaku dan Kondisi Ideal  
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